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Abstract

The purpose of this study are te analyze! the influence of implementation good governance,
implementation accounting standards of government and the influence of financial account-
ability with organization commitment as moderating variables. The research samples are se-
lected by using purposive method. The research method used were desciptive and verifica tive,
and analysis method used the multiple regression, multiple correlation and determination
method, The results of study show that implementation good governance with organization
commitment have significant influence financial accountability’ implementation accounting
standards of government with organization commitment have significant influence financial
accountability; implementation good governance and accounting standards of government with
organization commitment have significant influence financial accountability.

Keywords: (Good Governance, Standar accounting standards of government, Financial Ac-
countability, Transparency, Organization Commitment.

endahuluan

Mengukur keberhasilan kebijakan, idealnya diletakkan pada kerangka kontinum
waktu panjang, tidak hanya sesaat. Kendatipun reformasi memaksa terjadinya
perubahan struktur (restrukturisasi) dengan penyesuaian daerah otonom, dimana
disadari pemerintahan tidak lagi bercorak korporatis dan sentralistik pada kepe-
mimpinan top executive di tangan bupati/wali kota. Politisasi birokrasi yang masih
cukup kental mewarnai dinamika otonomi daerah. Hal ini, erat kaitannya juga
dengan kegagalan hubungan kelembagaan eksekutif dan legislatif, karena proses
mengmnya political society.

The fact that countries with poorly developed institutions receive more aid
(ifthey do) may mean that donors are trying to help build institutions, not @t aid
1s bad for good governance (ffberto Alesina and Beatrice Weder, 2002). Huther,
Jeff and Anwar Shah (1998), in contrast, awareness campaigns would be expected
to have a positive impact in dfintries where governance is fair or good and the
incidence of corruption is low. Sunarsip (2001) mengemukakan bahwa terjadinya
krisis ekonomi di Indonesia disebabkan oleh tata kelola yang buruk (bad gover-
nance) pada sebagian besar pelaku ekonomi (publik dan swasta). Salah satu usaha
memulihkan kondisi ekonomi, sosial dan politik adalah dengan mengembalikan
kepercayaan rakyat kepada pemerintah dengan mencoba mewujudkan suatu peme-
rintahan yang bersih dan berwibawa atau yang dikenal dengan istilah good gov-
ernance. Oleh karena itu tuntutan terhadap terwujudnya good governance (tata
kelola yang baik) sangat diperlukan terutama di instansi pemerintah. Upaya ini
juga didukung oleh banyak pihak baik pemerintah sendiri sebagai lembaga ekse-
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kutif, E’R sebagailembaga legislatif, pers dan juga oleh lembaga-lembaga swadaya
masyasakat.

enetapan UU No. 22 tahun 1999 dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999
oleh pemerintah, mengenai Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan Anta-
ra Pemerintah Pusat dan Daerah, berimplikasi pada tuntutan otonomi yang lebih
luas dan akuntabilitas publik yang nyvata vang harus diberikan kepada pemerintah
daerah (Halim, 2001). Selanjutnya, Undang-Undang ini diganti dan disempurna-
kan dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 33 tahun
2004. Kedua undang-undang tersebut telah merubah akuntabilitas atau pertang-
gungjawaban pemerintah daerah dari pertanggungjawaban vertikal (kepada peme-
ri.nta]'gusat) ke pertanggungjawaban horisontal (kepada masyarakat melalui DPRD).

ada intinya semua peraturan tersebut menginginkan adanya transparansi
dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun, setelah empat
tahun berlakunya paket undang-undang tersebut, delapan tahun sejak otonomi
vang luas kepada daerah, dan sepuluh tahun setelah reformasi, hampir belum
ada kemajuan signifikan dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas ke-
uangan Negara/Daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam
tiga tahun terakhir secara umum masih buruk (Siaran Pers, BPK RI, 23 Juni
2008). Kondisi ini semakin memburuk, sebagaimana di ungkapkan dalam siaran
pers BPK RI pada tanggal 15 Oktober 2008 yaitu: dilihat dari persentase LKPD
yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Wajar Dengan
Pengecualian (WDP) selama periode 2004-2007 semakin menurun setiap tahunnya.
Persentase LKPD yang mendapatkan opini WTP semakin berkurang dari 7% pada
tahun 2004 menjadi 5% pada tahun berikutnya dan hanya 1% pada tahun 2006
dan 2007. Sebaliknya, LKPD dengan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP)
semakin meningkat dari 2% pada tahun 2004 menjadi 17% pada tahun 2007 dan
pada periodgang sama opini Tidak Wajar (TW) naik dari 3% menjadi 19%.
Selanjutnya hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan
negara/daerah yang dilakukan pemerintah dalam Tahun 2008 masih menunjukkan
banyak kelemahan dan baru menunjukkan tanda-tanda perbaikan, BPK gmmbe-
rikan opini WTP atas delapan Laporan keuangan pemerintah daerah PD),
opini WDP atas 217 LKPD, opini tidak wajar (TW) atas 21 LKPD, dan opini TMP
atas 47 LKPD dari 293 LKPD Tahun 2008 yang telah diperiksa BPK pada Semester
I Tahg 2009 (BPK, 2009).

embuatan laporan keuangan adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi
vang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan
(openness) pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Transpa-
ransi informasi terutama informasi keuangan dan fiskal harus dilakukan dalam
bentuk yang relevan dan mudah dipahami (Schiavo-Campo and Tomasi, 1999).
Transparansi dapat dilakukan apabila ada kejelasan tugas dan kewenangan,
ketersediaan informasi kepada publik, proses penganggaran yang terbuka.dan
jaminan integritas dari pihak independen mengenai prakiraan fiskal, informasi,
dan pgajabarannya (IMF, 1998 dalam Schiavo-Campo and Tomasi, 1999).

eraturan Pemerintah no. 105 tahun 2000 yang merupakan turunan dari
UU no. 22 tahun 1999 kemudian menyebutkan secara tegas bahwa laporan pertang-
gungjawaban keuangan harus disajikan sesuaidengan standar akuntansi. Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP) telah dimanatkan dalam berbagai peraturan
perundang-undangan seperti UU no. 17 tahun 2003, UU no. 1 tahun 2004 dan UU
no. 32 tahun 2004. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan standar
vang harus diikuti dalam laporan keuangan instansi pemerintah pusat dan pe-
merintah daerah. Pengguna laporan keuangan akan menggunakan SAP untuk
memahami informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dan menjadi
pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna dan auditor
(BPm SAP ditetapkan dengan PP no. 71 tahun 2010. Laporan keuangan merupa-
kan wujud pertanggungjawaban keuangan daerah dan merupakan tanggungjawab
atas akuntabilitas publik serta merupakan salah satu ukuran keberhasilan (kinerja)
pemerintah daerah (Jamanson Sinaga, 2005).




Pengelolaan pemerintah daerah yang berakuntabilitas, tidak bisa lepas dari
anggaran pemerintah daerah. Anggaran diperlukan dalam pengelolaan sumber
daya tersebut dengan baik untuk mencapai kinerja yang diharapkga oleh masya-
rakat dan untuk menciptakan akuntabilitas terhadap masyarakat. Riyanto (2003)
yvang mengatakan perlunya penelitian mengenai pendekatan kontijensi berkaitan
dengan kejelasan sasgran anggaran dan dampaknya agar hasil yang diperoleh
akan lebih konsisten.sﬁodel penelitian tersebut untuk menguji contextual factors
yang mempengaruhi hubungan antara sistem pengendalian dengan kinerja. Sistem
pengendalian termasuk anggaran dan pendekatan kontijensi memungkinkan ada-
nya variabel-variabel lain vang bertindak sebagai variabel intervening atau vari-
abel erating (Darma, 2004).

enelitian-penelitian yang menggunakan variabel-variabel moderating
untuk penelitian mengenai sistem pengendalian dan implikasinya dilakukan oleh
Brownell dan Mclnnes, (1986) ; Mia, (1988) dalam Darma, (2004); Fahrianta dan
Ghozali, (2002); Lucyanda, (2001) yang menggunakan motivasi sebagai variabel
moderasi. Komitmen organisasi (Nouri dan Parker, 1996; Asnawi, 1997; Darlis,
2000, Chong dan Chong, 2002; Wentzel, 2002: Dwianasari, 2004), dan kultur organi-
sasi (Connor, 1995). Komitmen organisasi merupakan variabel yang memegang
peranan penting dalam hubungan antara kejelasan sasaran anggaran dan dampak-
nya. Komitmen organisasi merupakan keyakinan dan dukungan yang kuat terha-
dap nilai dan sasaran (goal) yang ingin dicapai organisasi (Mowday et al., 1979
dalam Darma, 2004).
7 Berdasarkan hasil penelitian, komitmen organisasi yang tinggi berpengaruh
signifikan terhadap kinerja (Keller, 1997 dalam Darma, 2004). Selain itu, komitmen
organisasi dapat merupakan alat bantu psikologis dalam menjalankan
organisasinya untuk pencapaian sasaran yang diharapkan (Nouri dan Parker, 1996;
Clurg, 1999; Chong dan Chong, 2002; Wentzel, 2002; Darma, 2004). Selanjutnya
asil penelitian Herlin (2010) menunjukkan tidak terdapat pengaruh antara komit-
me anisasi terhadap kinerja organisasi melalui akuntabilitas publik. Sedang-
karﬁ penelitian lainnya menunjukan terdapat pengaruh signifikan antara vari-
abel komitmen organisasi dalam memoderasi partisipasi penyusunan anggaran
dengan kinerja aparat pemrintah daerah (Bambang, 2006). Komitmen organisasi
memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas publik pada tingkat yang cukup
(sedang). Kondisi ini memperlihatkan bahwa semakin baik komitmen organisasi
akan gﬁndﬁrong keberhasilan akuntabilitas publik.

untabilitas melalui anggaran meliputi penyusunan anggaran sampai de-
ngan pelaporan anggaran. Laporan keuangan merupakan komponen penting untuk
menciptakan akuntabilitas sektor publik dan merupakan salah satu alat ukur
kinerja finansial pemerintah daerah (Indrawati Yuhertiana, 2007). Akuntabilitas
keuangan mengharuskan pemerintah daerah menyusun laporan keuangan atas
pelaksanaan keuangan daerah.

Pengembang Hipotesis
Penerapan od Governance

Bersatu bertekad untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik/amanah
(good governance) yang merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk
memenuhi aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan
negara. Sehubungan dengan hal tersebut, telah dilakukan berbagai upaya yaitu
dengan ditetapkannya Tap.MPR RI No.XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme: Undangundang
No.28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Good governance dapat diartikan sebagai pelayanan publik yang efisien,
sistem pengadilan yang dapat diandalkan, pem@gintahan yang bertanggung jawab
(accountable) pada publiknya. Good governance adalah, penyelenggaraan pemerin-
tahan vang solid dan bertanggungjawab serta efisien dan efektif dengan menjaga

JRAK
1,1

23




Pengaruh

good
governance

24

kesinergiaan interaksi yang konstruktif diantara domain- domain (state, private

secto d society).

w;a pilar elemen dasar vang saling berkaitan satu dengan lainnya dalam
mewujudkan good governace (Osborne and Geabler, 1992, OECD and World Bank,
2000, LAN dan BPKP, 2000; 6) adalah sebagai berikut:

*  Transparansi, yaitu keterbukaan dalam manajemen pemerintah, lingkungan,
ekonomi dan sosial.

*  Partisipasi, yaitu penerapan pengambilan keputusan yang demokratis serta
pengakuan atas HAM, kebebasan pers dan kebebasan mengemukakan
pendapat/ aspirasi masyarakat.

*  Akuntabilitas, yaitu kewajiban melaporkan dan menjawab dari yang dititipi
amanah untuk mempertanggungjawabkan kesuksesan maupun kegagalan
kepada penitip amanah sampai yang memberi amanah puas dan bila belum
ada atau tidak puas dapat kena sanksi.

Standar Akuntansi Eamerh‘ntahan

Standar Akuntansi Pemerintahan mengatur penyajian lapgsan keuangan
untuk tujuan umum (general purpose financial statements) dalam rangka
meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar
periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah
laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian
besar pengguna laporan. Untuk mencapai tujuan tersebut, standar ini menetapkan
seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman
struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan.

Dalam PPno 71 tahun 2010 menyatakan bahwa, SAP Berbasis Akrual adalah
SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan
finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan
dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam
APBN/APBD. SAP Berbasis Kas Menuju Akrual adalah SAP yang mengakui
pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang,
dan ekuitas dana berbasis akrual. Laporan keuangan pokok terdiri dari: (a) Laporan
Realisasi Anggaran; (b) Neraca: (¢) Laporan Arus Kas: (d) Catatan atas Laporan
Keuangan. Selain laporan keuangan pokok tersebut, entitas pelaporan
diperkenankan menyajikan Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Perubahan
Ekuiﬁ(PSAR KK: 2010).

e flexibility and the focus on performance are linked to an increase in
accountability for financial and ating results and the annual report is a very
important tool in this respect. "Government accounting shall be performed ac-
cording to generally accepted accounting practice, and further regulations on ac-
counting shall be issued by the government or an agency designated by the gov-
ernment. Reports shall give a true and fair view of operations, financial perfor-
mance and position,gand the stewardship of financial and other assets”, (Kristina
Lundgqvist, 2001). Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk
melaporkan upaya-upaya vang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam
pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode
pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi,
keseimbangan antargenerasi dan evaluasi kinerja (PSAP KK,2010).

E}mitmen Organisasi

Komitmen terhadap organisasi merupakan suatu %mensi perilaku yang
dapat digunakan untuk mengevaluasi kekuatan para karyawan untuk bertahan
pada suatu perusahaan. Membuat karyawan agar memiliki komitmen yang tinggi
adalah sangat penting, terutama pada perusahaan-perusahaan non-profit yang




skala gajinya tidak kompetitif, seperti pada perusahaan industri (Munandar,
2001:453). Karyawan yang memiliki tingkat komitmen organisasi yang tinggi tidak
sekedar bergabung dengan perusahaan secara fisik atau hanya mengerjakan
sesuatu yang menjadi tugasnya, melainkan juga bersedia melakukan pekerjaan
dilua.rgugasnya (SWA, 2000, Agustus).

enelitian terkait dengan komitmen organisasi dilakukan oleh Natalie J
Allen dan John P Meyer (1990), tentang pengukuran anteseden dari komitmen
organisasi. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa komponen affective
dan continuance pada komitmen organisasi secara empiris merupakan konstruk
yvang dapat dipisahkan dengan tidak ada korelasi. Komponen afektif dan normatif
dapat dibedakan, namun terkait keduanya. Komitmen organisasi dibangun melalui
identifikasiindividual dengan tujuan organisasi (affective commitment) dan biaya
terkait dengan tetap tinggalnya seseorang pada suatu organisasi (the “side-bet”
theory atau continuance commitment) serta apa yang sebaiknya dilakukan
(normgatif commitment) (Meyer, 1990;1).

uchanan dalam Vandenberg (1992) mendefinisikan komitmen adalah
sebagai penerimaan karyawan atas nilai-nilai organisasi (identification),
keterlibatan secara psikologis (psychological immerson), dan loyalitas (affection
attachement). Komitmen merupakan sebuah sikap dan perilaku yang saling
mendorong (reinforce) antara satu dengan yang lain. Selanjutnya Allen & Meyer
(dalam Dunham, dkk 1994) membedakan komitmen organisasi atas tiga komponen,
yaitu:
. Komitmen afektif (Afective Commitment), melibatkan rasa memiliki dan

terlibat didalam organisasi.

. Komitmen kontinuans (Continuance Commitment), dimensi komitmen ini atas
dasar besar kecilnya pembiayaan yang akan ditanggung oleh karyawan jika
meninggalkan organisasi. Tentu saja dalam hal ini erat kaitannya dengan
kemampuan seseorang untuk memperhitungkan resiko vang akan diambilnya.
Jadi yang menentukan komitmen adalah faktor rasional.

. Komitmen normatif (Normative Commitment), komitmen ini lebih
menekankan kepada keterlibatan perasaan dan menggambarkan dedikasi
seseorang untuk tetap tinggal dan bekerja pada organisasinya.

%mitmen organisasional menunjukkan suatu daya dari seseorang dalam
mengidentifikasikan keterlibatannya dalam suatu bagian organisasi (Mowday, et
al. dalam Vandenberg, 1992). Komitmen organisasional dibangun atas dasar
kepercayaan pekerja atas nilai-nilai organisasi, kerelaan pekerja membantu
mewujudkan tujuan organisasi dan loyalitas untuk tetap menjadi anggota
organisasi. Oleh karena itu, komitmen organisasi akan menimbulkan rasa ikut
memiliki (sense of belonging) bagi pekerja terhadap organisasi. Jika pekerja merasa
jiwanya terikat dengan nilai-nilai organisasional yang ada maka dia akan merasa
senang dalam bekerja, sehingga mempunyai tanggungjawab dan kesadaran dalam
menjalankan organisasi dan termotivasi melaporkan semua aktivitas dengan
melaksanakan akuntabilitas kepada publik secara sukarela termasuk akuntabilitas
keuangannya dan kinerjanya dapat meningkat

E(untabilitas Keuangan

Akuntabilitas merupakan salah satu unsur pokok perwujudan good gover-
nance yang saat ini sedang diupayakan di Indonesia. Pemerintah diminta untuk
melaporkan hasil dari program yang telah dilaksanakan sehingga masyarakat
dapat menilai apakah pemerintah telah bekerja dengan ekonomis, efisien dan
efektif. Akuntabilitas dapat dilihat dari perspektif akuntansi, perspektif fungsional
dan perspektif sistem akuntabilitas (Sadjiarto, 2000).
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Dalam penyelenggaraan pemerintahan, akuntabilitas pemerintah tidak da-
pat diketahui tanpa pemerintah memberitahukan kepada rakyat tentang informasi
sehubungan dengan pengmmpulan sumber daya dan sumber dana masyarakat
beserta penggunaannya. Hopwood dan Tomkins (1984) dan Edwood (1993), Mah-
mudi, (2005:10), dan Syahrudin Rasul (2003), mengemukakan salah satu akuntabi-
litas publik adalah akuntabilitas financial (keuangan) dimana mengharuskan lem-
baga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan
kinerja financial nisasi kepada pihak luar.

Pemerintah daerah melaksanakan amanah dari masyarakat dalam bentuk
pengelolaan keuangan daerah dituntut untuk dapat transparan dan akuntabel

dalam anggungjawabannya. Transparansi informasi terutama informasi ke-
uangan dan fiskal harus dilakukan dala ntuk yvang relevan dan mudah dipa-

hami (Schiavo-Campo and Tamosi, 1999). Salah satu akuntabilitas yang penting
berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah adalah akuntabilitas keuangan.

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga
publik untuk menggunakan dana publik (public money) secara ekonomis, efisien
dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Akuntabilitas
keuangan ini sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat. Akun-
tabilitas ini mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan ke-
uangan untuk menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak luar.
Akuntabilitas keuangan terkait dengan penghindaran penyalahgunaan dana
publik (Mardiasmo, 2002:21). Tahap-tahap dalam Akuntabilitas keuangan, mulai
dari perumusan rencana keuangan (proses penganggaran), pelaksanaan dan pem-
biayaan kegiatan, evaluasi atas kinerjgkeuangan, dan pelaksanaan pelaporannya
(LAN, 2001 dalam Malik Imron, 2005). Dengan kata lain akuntabilitas terkandung
kewajiban menyajikan dan melaporkan pengelolaan keuangan daerah kedalam
laporan keuangan daerah. Laporan keuangan salah satu alat untuk menfasilitasi
terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik. Laporan keuangan pemerintah
daerahydisajikan secara komprehensif (Mardiasmo, 2002:36).

ood governance menghendaki pemerintahan dijalankan dengan mengikuti
prinsip-prinsip pengelolaan yang baik, seperti transparansi (keterbukaan), akun-
tabilitas, partisipasi, keadilan, dan kemandirian, sehingga sumber daya negara
vang berada dalam pengelolaan pemerintah benar-benar mencapai tujuan sebesar-
besarnya untuk kemakmuran dan kemajuan rakyat dan negara. Penerapan prinsip-
prinsip good governance dalam penyelenggaraan negara tak lepas dari masalah
akuntabilitas dan tranparansi dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah
(Cadkg\'y, 1992 vang dikutip Media Akuntansi 2000 dalam Sunarto,2003).

eb.

agian besar penelitian tentang good governance di tingkat perusahaan
dilakukan di Amerika dan negara-negara anggota Organization for Economic Co-
operation and Development (OECD) (Shleifer dan Vishny, 1997). Penelitian dilaku-
kan dinegara yang sedang berkembang masih sangat sedikit. Black (2001) berargu-
men bahwa pengaruh praktek good governance terhadap nilai perusahaan akan
lebih kuat di negara berkembang dibandingkan di negara maju. Hal tersebut
dikarenakan oleh lebih bervariasinya praktik good governance di negara berkem-
bang dibandingkan negara maju. Durnev dan Kim (2002) memberikan bukti bahwa
praktik good governance lebih bervariasi di negara yang memiliki hukum lebih

lemal
l-@andm‘ Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan standar yang harus di-
guti dalam laporan keuangan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
engguna laporan keuangan akan menggunakan SAP untuk memahami informasi
yvang disajikan dalam laporan keuangan. Laporan pertanggungjawaban keuangan
daerah (LPJ keuangan daerah) dan laporan pertanggungjawaban kinerja kepala
daerah (LPJ kinerja) berpengaruh positif dan signifikan terhadap atas akuntabili-
tas publik pemerintah daerah dan penerapan IPSAS berpengaruh positif terhadap
akuntabilitas publik pemerintah (Anondo, 2004).
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Dengan%ngacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan maka diharapkan
laporan keuangan pemerintahan akan dapat diperbandingkan, sehingga sangat
berguna untuk penilaian kinerja pemerintah daerah. Setiap unit kerja menentukan
target dan tujuan serta merefleksikannya ke dalam suatu performance plan yang
memberikan informasi mengenai jenis layanan yang disediakan, cara menyediakan
layanan, obyek pemakai layanan, kualitas layanan yang diharapkan, dan tindakan
vang digarlukan dalam menyediakan layanan (Jones and Pendlebury, 2000). Peng-
ukurangmerja memiliki kaitan erat dengan akuntabilitas, seperti halnya akuntabi-
litas memiliki kaitan erat dengan NPM. Untuk memantapkan mekanisme akun-
tabilitas, diperlukan manajemen kinerja yang didalamnya terdapat indikator kiner-
ja dan target kinerja, pelaporan kinerja, dan mekanisme reward and punishment
(Ormond and Loffler, 2002 dalam Mardiasmo,2006).

Terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan kinerja, ﬂeyer et al.
(1989) menguji hubungan antara kinerja manajer tingkat atas dengan komitmen
affective dan komitmen continuance pada perusahaan jasa makanan. Hasil pene-
litiannya menyatakan bahwa komitmen affective berkorelasi secara positif dengan
kinerja, sedangkan komitmen continuance berkorelasi secara negatif dengan ki-
nerja. Somers dan Birnbaum (1998) mengemukakan bahwa komitmen organisasi-
onal ective dan continuance) tidak berpengaruh terhadap kinerja.

emerintah sebagai pelaku utama pelaksanaan good governance ini dituntut
untuk memberikan pertanggungjawaban yang lebih transparan dan lebih akurat.
Laporan keuangan pemerintah harus menyediakan informasi yang dapat dipakai
oleh pengguna laporan keuangan untuk menilai akuntabilitas pemerintahan dalam
membuat keputusan ekonomi, sosial dan politik (Sadjiarto, 2000). Dengan tercip-
tanya pemerintahan yang bersih (good governance) meningkatkan kesadaran
pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan dae-
rah dengan didukung oleh komitmen organisasi yang tinggi mulai dari penganggar-
an sampal penyusunan laporan keuangan yang sesual dengan SAP sebagai suatu
bentuk terlaksananya akuntabilitas keuangan pemerintah daerah atas aktivitas
pengelolaan sumber daya publik.

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis penelitian (a) good governance
diterapkan dengan komitmen organisasi yang tinggi maka akan berpengaruh ter-
hadap akuntabilitas keuangan, (b) Standar Akuntansi Pemerintahan diterapkan
dengan komitmen organisasi yang tinggi maka akan berpengaruh terhadap
akuntabilitas keuangan, (¢c) penerapan good governance dan Standar Akuntansi
Pemerintahan dengan komitmen organisasi yvang tinggi akan berpengaruh terha-
dap akuntabilitas keuangan.

Metode

%nelitian ini menggunakan metode survey vang terdiri dari deseriptive
survey dan explanatorysm’ey dengan investigation type yang bersifat kausalitas,
vaitu yang menunjukan arah hubungan antar variabel berdasarkan konstruksi
mo enelitian. Pendekatan penelitian yang dilakukan dengan metode deskriptif
dan verifikatif.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah organisasi yaitu kepala SKPD
dilingkungan Pemerintah Kota Bandung. Pengamatan bersifat cross section dima-
na informasi atau dapat vang dipeggjeh adalah hasil pengumpulan data yang Qﬁ
kukan pada satu waktu tertentu. Sumber data yvang digunakan data primer. Alat
analisis yang digunakan untuk pengujian data dalam penelitian ini butuhkan
alat analisis yang mampu menjelaskan secara parsial dan simultan pengaruh dari
masing-masing variabel tersebut, yaitu Mutiple Regression (regresi berganda).
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Tabel 1
Operasionalisasi

Variabel Penelitian

Operasionalisasi Variabel

Gariabel

Konsep Variabel Dimensi Indikator ala
Penerapan good Good governance 1. Transparansi - Keterbukaan keuangan rdinal
governance adalah,penyeleng- (Transparency) - Keterbukaan operasional
(X1) garaan pemerintahan - Keterbukaan pengambilan
yang solid dan keputusan
bertanggung jawab 2. Partisipasi - Pengambilan keputusan yang
serta efisien dan (Participation) demokratis
efektif dengan - Kebebasan pers
menjaga - Kebebasan berpendapat
kesinergiaan - Keterlibatan mayarakat.
interaksi yang 3.Akuntabilitas - Pemberian informasi keuangan
konstruktif diantara {Accountability) kepada masyarakat dan
domain- domain pemakai lainnya
q:;:, private sector - Menilai pertanggung jawaban.
and society) - Pelaporan
(Osborne and
Geabler, 1992, OECD
and World Bank,
2000, LAN dan BPKP,
2000; 6)
Penerapan Pernyataan Standar 9
Standar Pemerintahan adalah - Relevan - Memiliki manfaat umpan balik ~ Ordinal
Akuntansi mengatur penyajian (feedback value)
Pemerintahan ran keuangan - Memiliki manfaat prediktif
(X2) untuk tujuan umum (predictive value)
(general purpose - Tepat waktu
financial statements) - Lengkap.
dalam rangka - Andal - Penyajian Jujur
meningkatkan - Dapat Diverifikasi (verifiability)
mrba ndingan - Netralitas
aporan keuangan - Dapatdibandingkan dengan
baik terhadap - Dapat laporan keuangan periode
anggaran, antar dibandingkan lumnya
periode, maupun - Dapat dibandingkan dengan
antar entitas. laporan keuangan entitas
pelaporan lain pada umumnya.
- Informasi yang disajikan dalam
- Dapat dipahami laporan keuangan dapat
Penerapan Pernyataan Standar ?
Standar Pemerintahan adalah - Relevan - Memiliki manfaat umpan balik Ordinal
Akuntansi mengatur penyajian (feedback value)
Pemerintahan ran keuangan - Memiliki manfaat prediktif
(x2) untuk tujuan umum (predictive value)
(general purpose - Tepat waktu
financial statements) - Lengkap.
dalam rangka Andal - Penyajian Jujur
meningkatkan - Dapat Diverifikasi (verifiability)
Brbandingan - MNetralitas
aporan keuangan - Dapat dibandingkan dengan
baik terhadap - Dapat laporan keuangan periode

anggaran, antar
periode, maupun
antar entitas.

dibandingkan

- Dapatdipahami

PSAP kerangka
Konseptual (2010;
10-12)

lumnya
apat dibandingkan dengan
laporan keuangan entitas
pelaporan lain pada umumnya.
Informasi yang disajikan dalam
laporan keuangan dapat
dipahami oleh pengguna
E grmasi dinyatakan dalam
entuk sertaistilah yang
disesuaikan dengan batas
pemahaman para pengguna.




Aﬁriabel Konsep Variabel Dimensi Indikator Skala
omitmen Komitmen Organisasi  1.Affective - gnse of belonging Ordinal
Organisasi (M}  (Organization Comitment - Emotional attached
Commitment) adalah 2. Continuence - Personal meaning.
kemampuan dan Comitment - Profesionalisme
kemauan untuk 3.Normatif - Pengalaman
menyelaraskan Comitment - Benefit
perilaku pribadi Natalie J Allen dan - Keyakinan untuk loyal
dengan kebutuhan, John P Meyer - Keyakinan akan etika
prioritas dan sasaran  dalam Dunham, dkk
organisasi. (1994)
Akuntabilitas Akuntabilitas 1. Perumusan -ggajuan anggaran sesuai Ordinal
Keuangan keuangan merupakan rencana dengan prinsip-prinsip
(Y) anggungjawaban keuangan (proses penganggaran dan peraturan-
embaga-lembaga penganggaran). peraturan yang berlaku.
publik untuk - Pendekatan penganggaran
menggunakan dana terpadu dilakukan dengan
publik (public money) mengintegrasikan seluruh
secara ekonomis, proses perencanaan dan
efisien dan efektif, penganggaran
tidak ada - Pengajuan anggaran telah
pemborosan dan disertai dengan kelengkapan
kebocoran dana, dokumen dan bukti pendukung
serta mengharuskan anggaran. P
lembaga-lembaga 2 Pelaksanaan dan - Pelaksanaan belanja daerah
publik untuk pembiayaan didasarkan pada prinsip hemat,
membuat laporan kegiatan. tidak mewah, efektif, efisien.
keuangan untuk - Adanya sumber pembiayaan
menggambarkan yang jelas demi kelancaran
kinerj? ke'uangan pt.an. )
organisasi kepada 3. MEEETES - Kewajaran penghitungan
pihak luar. Evallasi SEE capaian kinerja keuangan.
kinerja keuangan. - Evaluasi pencapaian kinerja
(Syahrudin Rasul, yang dilakukan menggunakan
2003) standar-standar yang telah

papkan

- Penyelenggaraan akuntansi.
- Laporan keuangan
disampaikan kepada daerah
melalui PPKD selambat-
lambatnya 2 (dua) bulan
setelah tahun anggaran
berakhir

Laporan keuangan disusun
berdasrkan standar akuntansi
Pemerintahan

Adanya analisis atas laporan
keuangan.

4. Pelaksanaan
pelaporan
keuangan.

Populasi nelitian ini adalah Instansi Pemerintah Kota Bandung. Populasi
sasaran dalam penelitianini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang
terdapat pada Pemerintah Kota Bandung. Untuk mengetahui jumlah SKPD di
Pemkot Bandung, penulis mendapatkan informasi tersebut dari web site Resmi
Pemerintah Kota Bandung dimana pada pemerintah kota Ba@mg terdapat 31
SKPD yang terdiri dari 14 lembaga teknis daerah dan 17 dinas. Pengambilan sam-
pel dilakukan dengan cara purpoesive sampling dimana penulis menetapkan kri-
teria-kriteria tertentu yang menjadi pertimbangan dalam penentuan sampel (Coo-
per dﬁ Schindler, 2001).

inas merupakan SKPD yang secara langsung memberikan pelayanan publik
melalui program dan kegiatannya secara teknis. Dinas daerah merupakan unsur
pelaksana otonomi daerah (www.wikipedia otonomi daerah). Dengan menggunakan
kriteria diatas vang dapat dijadikan sampel penelitian sebanyak 17 Kepala Dinas
di Pemerintah Kota Bandung.
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Tabel 2

Model Summary

a. Predictor:
(Contant), X2M,
Standar Akuntansi
Pemerintahan,
Good Governance,
X1M

b. Dependent Variable:

Akuntabilitas
Keuangan

Data Primer diperoleh dari penyebaran kuesioner dimana rtanyaan atau
pernyataan dalam kuesioner untuk masing-gjasing variabel dalam penelitian ini
diukur dengan menggunakan skala Likert dimana jawaban diberi skor dengan
menggunakan 5 (lima) point Skala Lgkert (Sekaran, 2000).

Analisis data dalam penelitian ini membutuhkan alat analisis yang mampu
menjelaskan secara parsial dan simultan pengaruh dari masing-masing variabel
tersebut, yaitu, dengan menggunakan Mutiple Regression (regresi berganda), anali-
sis korelagggherganda dan analisis determinasi. Peneliti melakukan uji asumsi
klasik dan uj validitas dilakukan dengan uji homogenitas data, yaitu dengan mela-

kan uji korelasi antara skor item-item pertanyaan dengan skor total. Ujivaliditas
vang digunakan adalah Korelasi Product Moment, dengan syarat minimum suatu

'ﬁem dianggap valid adalah nilai r = 0,30 (Sugiyono, 2001:116).. Uji reliabilitas

instrumen penelitian dilaksanakan dengan melihat konsistensi koefisien Cronbach
Alpha untuk semua variabel. Menunﬁunmﬂy (1978) dalam Ghozali (2002), Se-
karan, (2000,204). instrumen penelitian dikatakan handal (reliable), jikanilai Cronbach
Alpha lebih dari 0,6. Hal ini berarti instrumen penelitian dinyatakan reliabel.

Hasil

gsﬂ pengujian validitas kuesioner penelitian menggu n Korelasi Prod-
uct Moment, dimana dari 46 item pertanyaan vang terdiri 18 1tem untuk variabel
X1, 12 item untuk variabel X2 dan 16 item untuk variabel ¥ dan 12 item untuk
variabel M diperoleh r-hitung diatas 0,3 sehingga semua item dalam kuesioner
penelitiaan valid. Selanjutnya dilakukan uji reliabilitas dengan menggunakan
koefisien Cronbach Alphauntuk semua variabel dagghiperoleh hasil nilai Cronbach
Alpha diatas 0,6. Untuk variabel X1, X2,Y M masing-masing nilai Cronbach
Alpha sebesar 0,901, 0,861, 0,894 dan 0,938 sehingga semua variabel reliabel.

Dari hasil jawaban kuesioner responden atas item pertanyaan dari masing-
masing variabel penelitian adalah sebagai berikut:

Variabel Penelitian Skor Kriteria
%erapan Good Governance (X1) 1333 Baik
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X2) 830 Baik
Akuntabilitas Keuangan (Y) 1175 Baik
Komitmen Organisasi (M) 846 Tinggi

Qtelah dilakukan analisis dengan menggunakan regresi berganda dengan
bantuan software SPSS versi 18,0 maka diperoleh persamaan sebagai berikut:

Y =-1992+051X1+0.229 X2 +0.003 X1M + 0.12 X2M

ri hasil tersebut dapat dipersepsikan bahwa jika penerapan good gover-
nance yang diikuti dengan komitmen organisasi naik 1 satuan dan standar akun-
tansi pemerintahan dianggap tetap maka akuntabitas keuangan akan naik sewar
0.003 satuan. Kemudian apabila penerapan standar akuntansi pemerintahan yang
diikuti dengan komitmen organisasi naik 1 satuan dan good governance tetap
maka akuntabilitas keuangan akan naik 0.12 satuan.

Change Statistics
@ Adjusted |Std. Error of R Square Durbin-
Model R Square | R Square fthe Estimate| Change |F Change| dft di2__ Big. FChangd Watson
.961% 924 B899 277167 924 | 36692 4 12 000 1.392




Unstandardized | Standardized
Cosfficients Coefli cients Correlations Collinearity Statistics
Madel B Std. Emor Bala 1 Sig. Zero-order | Partial Part Tolemnce VIF
1 (Constant) 1892 4.873 -. 409 690
Good Govemancy 510 .100 537 | 5084 000 850 826 403 564 1774
gmgf:;{:’;:‘:ﬂm 29 093 219 2.458 030 574 579 185 796 1.258
XM 003 001 217 | 2519 027 790 588 200 520 1923
pt] nz 004 268 3.263 007 AB0 686 259 934 1.070
Standar
Akuntabilitas Good Akuntansi
Keuangan |Govemance |Pemerintahan| X1M X2M
Pearson Correlatio Akuntabilitas Keuang| 1.000 850 574 780 480
Good Governance .850 1.000 382 651 181
Standar Akuntansi
Pemerintahan 574 .382 1.000 432 113
X1M .790 651 432 1.000 255
Xz2M 460 181 113 .265 1.000
Sig. (1-tailed) Akuntabilitas Keuang . .000 008 .000 031
Good Governance .000 065 .002 244
Standar Akuntansi
Pemerintahan .008 .065 .042 333
XM .000 .002 042 . 161
Xz2M .031 244 333 161 .
N Akuntabilitas Keuang| 17 17 17 17 17
Good Governance 17 17 17 17 17
Standar Akuntansi
Pemerintahan 17 17 17 17 17
X1M 17 17 17 17 17
Xz2M 17 17 17 17 17
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Coefficients

a. Dependent Variable:
Akuntabilitas
Keuangan

Correlations

@]1 asumsi klasik meliputi uji normalitas, autokorelasi, multikolinieritas, dan
heteroskedastisitas. Dari pengujian secara statistik diperoleh data residual pada
penelitian ini terdistribusi secara normal. Model regresi juga menunjukkan bahwa
tidak terjadi autokorelasi, multikolinearitas antar variabel bebas dalam model
regresi dimana nilai VIF<10. Selain itu, secara statistik model regresi pada peneli-
tian i#idak mengandung adanya heteroskedastisitas.

ntuk melihat pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap
variabel dependen bahwa secara parsial penerapan Good Governance dengan ko-
mitmen organisasi yang tinggiberpengaruh pada akuntabilitas keuangan sebesar
67,5%, sedangkan penerapan Standar akuntansi pemerintahan dengan komitmen
organisasi yang tinggi b@engaruh terhadap akuntabilitas keuangan sebesar
24,9%. Secara simultan penerapan good governance dan standar akuntansi
pemerintahan dengan komitmen organisasi tinggi dalam mempengaruhi akuntabhi-
litas ggeuangan diperoleh hasil sebesar 92.4% sedangkan 7.6% adalah pengaruh
dari faktor lain yang tidak diteliti oleh penulis seperti partisipasi penyusunan
anggaran dan anggaran berbasis kinerja dan lain-lain. Dengan memasukan vari-
able pemoderasi memperkuat pengaruh X1, X2 ke Y sebesar 12,9% dimana tanpa
memasukan komitmen organisasi (M) besar pengaruh X1, X2 terhadap Y hanya
sebesar 79,5%.

Selanjutnya hubungan penegygan Good Governance dan standar akuntansi
pemerintahan dengan komitmen organisasi yang tinggi mempunyai hubungan
vang erat (kuat) dengan akuntabilitas keuangan dimana diperoleh koefisien korela-
si sebesar 96,1%. Dengan memasukan variabel pemoderasi terbukti memperkuat
hubungan X1, X2 ke Y dari 89,2 % menjadi 96,1%. Hasil penelitian ini sesuai
dengan penelitian Black (2001), Durnev dan Kim (2002), Andono (2004) dan Darma
(2004) dimana good governance, SAP/IPSAS dan komitmen organisasi mempunyai
pengaruh terhadap akuntabilitas publik (keunangan).
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Pembahasan

yr) Sesuai dengan misi Pemerintah Kota Bandung pada butir ke 5 (lima) yaitu
meningkatkan kinerja pemerintah kota secara professional, efektif, efisien akun-
tabel dan transparan, yang mencakup pemberdayaan aparatur pemerintah dan
masy t maka Pemerintah Kota Bandung tetap memegang teguh agar terwu-
judnya pemerintaPn vang bersih dan berwibawa (good governance). Ini terlihat
dari dilaksanakan tiga pilar good governance yaitu transparansi informasi keuang-
an dan non keuangan, mengikutsertakan partisipasi masyarakat melalui peran
DPRD sebagai legislatif, para akademisi dalam membantu membuat kajian, sistem
dan prosuder keuangan daerah, aset daerah dan lainya. Secara periodik memper-
tanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah baik ditingkat Dinas sampai
pemkot bandung dalam bentuk LKPD yang selanjutnya akan diaudit oleh inspek-
torat wilayah, BPKP dan BPK wilayah Bandung. Pemkot Bandung sebagai pelaku
utama pelaksanaan good governance telah memberikan pertanggungjawaban yang
transparan dan akurat dalam menyediakan informasi untuk menilai kinerja dan
akuntabilitas pemerintahan termasuk akuntabilitas keuangan (Osborne dan
Geabler, 1992; Cadbury, 1992; Black, 2001; Sadjiarto, 2000; Sunarto, 2003)

ubungan dengan upaya peningkatan good governance, Komisi Pemberan-
tasan Korupsi (KPK) segera menerjunkan timnya ke Kota B ng untuk meng-
asistensi pemerintah kota tersebut mereformasi birokrasinya. Kota Bandung perlu
melakukan upgge-upaya reformasi birokrasi terutama yang terkait dengan pela-
vanan publik. Untuk mencegah terjadinya korupsi, markup, pungli, dan suap,
tidak cukup hanya dengan melakukan reformasi birokasi. Perlu juga dilakukan
langkah-langkah untuk menyejahterakan pejabat dan rakyatnya. Kalau rakyatnya
sudah sejahtera, pejabat dan birokratnya sudah sejahtera, keterlaluan bila masih
ada pejabat yang korupsi. Komitmen organisasi yang tinggi dari walikota, sekda,
kepala dinas dan semua aparat teg¥mit untuk tetap menjadikan kota Bandung
menjadi kota dengan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good governance),
perlu adanya tauladan mulai dari walikota dan sektaris daerah kepada kepala
dinas selanjutnya kepala dinas pegawai yvang berada dilingkungan dinas vang
dipimpinya terkait dengan pelaksanaan tugas di pemkot dung karena akan
berdampak pada kedisiplinan, kesadaran, dan etika serta tanggung jawab yang
tinggi atas tugas-tugas yang diembannya. Ini dapat berdampak pada kesadaran
untuk melaksanakan akuntabilitas publik terma keuangan secara sukarela.
Kurangnya tataran pembinaan atas kegiatan pengelolaan keuangan yang
dilakukan oleh kepala daerah kepada para kepala dinas dimana kesadaran dalam
mengikuti kegiatan pelatihan, rapat, seminar dan workshop vang seharusnya di-
ikuti oleh para kepala dinas tetapi hanya diwakili oleh staf karena pada saat acara
tersebut tidak hadir walikota atau sekwida. Ini menunjukkan kurangnya komitmen
terhadap organisasi yang dipimpinya.
enyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan keuangan dae-
rah dalam bentuk laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), Pemerintah Kota
Bandung menggunakan Stang Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Kebijakan
Akuntansi sebagal pedoman penyusunan laporan keuangan. Kualitas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kota Bandung tahun 2009 justru jauh lebih
buruk ketimbang LKPD tahun 2008. Untuk kota Bandung, hasil pemeriksaan
BPK memberikan opini Disclaimeratau Menolak Menyatakan Opini untuk LKPD
tahun 2009. Pada tahun 2009 lalu, kota Bandung dapat penilaian Wajar De-
ngan Pengecualian (WDP) untuk LKPD tahun 2008. Pemahaman danimplementasi
SAP sangat mempengaruhi laporan keuangan, ketidak sesuai penyusunan laporan
keuangan pemkot bandung dengan ketentuan dalam Pernyataan Standar
Akuntargsi Pemerintahan(PSAP) menyebabkan opini atas LKPD tahun 2009 dis-
clafmer.lgal ini menyebabkan menurunnya kinerja pemkot Bandung karena peng-
ukuran kinerja memiliki kaitan erat dengan akuntabilitas, dengan mengacu pada
Standar Akuntansi Pemerintahan maka diharapkan laporan keuangan akan dapat
diperbandingkan, sehingga sangat berguna untuk penilaian kinerja pemkot Ban-
dung. Laporan keuangan tersebut merupakan komponen penting untuk mencip-




takan akuntabilitas sektor publik dan merupakan salah satu alat ukur kinerja
keuangan pemerintah daerah. Akuntabilitas keuangan sangat terkait dengan pela-
poral uangan (Ormond and Loffler, 2002; Daru Andoro, 2004; Mardiasmo,2006)

eberapa hal yang menyebabkan kota Bandung mendapat penilaian Dis-
claimer, lanjut, diantaranya penyajian dan/atau pengungkapan penyertaan modal
pemerintah kepada perusahaan daerah diatas 20% tidak disajikan dengan metode
ekuitas sebagaimana dinyatakan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. Selain
itu, penyajian aset tetap tidak didukung dengan rincian daftar aset maupun doku-
men berupa daftar inventarisasi dan penilaian aset tersebut. Jikapun daftar inven-
tryisasi tersebut dimiliki, data tersebut sudah tidak mutakhir dan tidak valid. Ini
ebabkan mutasibarang antar SKPD tidak diikuti dengan mutasi pencatatannya.
Vlasalah manajemen aset yang dinilai buruk dan berpotensi merugikan negara
sebesar 800 milyar rupiah. Baik Wali K andung Dada Rosada maupun Sekre-
taris Daerah Kota Bandung Edi Siswadi saatitu berjanji untuk segera membenahi
sistem pengelolaan aset daerah.

Kurangnya tenaga akuntansi dibagian kenangan dan penatausahaan (PPK-
SKPD) menyulitkan dalam memahami standar akuntansi pemerintahan. Komit-
men yang tinggi dari pemkot Bandung untuk melakukan pembenahan dalam sis-
tem pengelolaan aset daerah harus diikuti di semua lapisan manajemen peme-
rintahan mulai dari walikota, sekda, kepala dinas dan kepala SKPD lainnya serta
DPRD kota Bandung agar semuanya dapat berjalan dengan baik sehingga opini
atas LKPD kota Bandung dimasa yang akan datang menjadi wajar dengan penge-
cualisgk(WDP) bahkan wajar tanpa pengecualian (WTP).

untabilitas keuangan, mulai dari perumusan rencana keuangan (proses
penganggaran), pelaksanaan dan pembiayaan kegiatan, evaluasi atas kinerja ke
uangan, dan pelaksanaan pelaporannya. Setiap informasi yang dihasilkan oleh
setiap SKPD akan di laporkan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset dae-
rah (DPKAD) Kota Bandung yang selanjutnya akan dikonsolidasikan menjadi
LKPD dan akan disampaikan kepada DPRD setiap tahunya untuk mendapatkan
pengesahan melalui Perda APBD. Hal ini dilakukan sehubungan dengan kewajiban
pemda Kota Bandung untuk mempertanggungjawabkan atas penggunaan APBD
dalam penyelenggaraan pembangunan dan untuk dapat mengetahui capain kinerja
dari setiap program dan kegiatan.

Dilakukan evaluasi kinerja keuangan dengan memperhatikan prinsip eko-
nomis, efektif dan efisien dari setiap program dan kegiatan yang dilakukan atas
penggunaan anggarannya oleh setiap dinas di kota Bandung. Evaluasi pencapaian
kinerja yvang dilakukan menggunakan standar-standar yang telah ditetapkan ter-
lebih dahulu seperti Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Analisis Standar Be-
lanja (ASB) dan standar satuan harga untuk mengetahui capaian dari program
dan kegiatan yang dilakukan.

Pemerintah Kota Bandung melakukan transparansi dan akuntabitas keuang-
an atas pengelolaan keuangan daerah agar publik dapat mengetahu kinerja yang
telah dicapai dan wujud tanggungjawab atas penggunaan dana pyiik. Laporan
keuangan dinas (SKPD) dan pemkot Bandung (SKPKD) disajikan sesuai dengan
Standar Akuntansi Pemerintahan yang akan diaudit oleh inspektorat wilayah kota
Bandung dan juga diaudit oleh BPKP apabila ada permasalah dalam laporan ke-
uangan bukan hanya mengenai proyek tapi keuangan lainnya ini atas permintaan
kejaksaan. Selanjutnya LKPD kota Bandung setiap tahunnya diaudit oleh BPK
wilayah bandung untuk melihat kewajaran laporan keuangan dan BPK akan mem-
berikan opini atas LKPD, dan untuk tahun LKPD tahun 2009 kota Bandung men-
dapaﬁn opini Disclaimer.

omitmen organisasi yang tinggi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah
daerah. Komitmen organisasi dapat merupakan alat bantu psikologis dalam men-
jalankan organisasinya untuk pencapaian sasaran yang diharapkan. Semakin baik
komitmen organisasi akan mendorong keberhasilan akuntabilitas publik termasuk
akuntabilitas keuangan. Pada pemerintah daerah, aparat yang merasa sasaran
anggarannya jelas, akan lebih bertanggungjawab jika didukung dengan komitmen
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aparat yang tinggi terhadap organisasi (instansi) pemerintah daerah. Aparat akan
lebih mementingkan kepentingan organisasi daripada kepentingan pribadi. Hal
ini akan mendorong aparat untuk menyusun anggaran sesuai dengan sasaran
vang ingin dicapai oleh organisasi sehingga berdampak pada kinerja aparat dalam
rangka mewujudkan good governance (Nouri dan Parker, 1996; Keller, 1997 :
McClurg, 1999; Chong dan Chong, 2002: Wentzel, 2002: Darma, 2004; Abdullah,
2004; Bambang,2006).

Pemerintah Kota Bandung terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas
pelayanan publik di berbagai program, salah satunya seperti pada program “bawa-
ku sehat” dimana pemkot Bandung melalui Dinas Kesehatan menyediakan layana
kesehatan gratis bagi warga miskin di kota Bandung sebanyak + 350.000 warga
vang sudah terdata pada kelurahan dan kecamatan masing-masing dan meng-
upayakan tersedianya data base online disemua rumah sakit yang menerima la-
vanan ini. Program ini diluncurkan untuk menampung masyarakat miskin yang
tidak tercover dalam Jamkesmas, Jamkesda dan Gakin.

Se langkah yang dilakukan sesuai dengan strategi Pemerintah Kota
Bandungnﬂam rangka meningkatkan kinerja pemerintah kota secara efektif,
efesien, transparan dan akuntabel dengan kebijakan mengupayakan terjadinya
peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan meningkatkan
partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian peng-
awasan pembangunan kota. Komitmen yvang tinggi danintegritas dari pemerintah
daerah dan kepala dinas sangat diperlukan untuk melaksanakan langkah dan
gategi yvang telah disusun oleh Pemerintah Kota Bandung agar peningkatan

inerja pemerintah kota secara efektif, efesien, transparan dan akuntabel dapat
tercapai.

Simpulan

Pemerintah Kota Bandung tetap memegang teguh agar terwujudnya peme-
rintahanggang bersih dan berwibawa (good governance). Ini terlihat dari dilak-
sanakan E;a pilar good governance yaitu transparansi informasi keuangan dan
non keuangan, mengikutsertakan partisipasi masyarakat melalui peran DPRD
sebagai legislatif, para akademisi dalam membantu membuat kajian, sistem dan
prosuder keuangan daerah, aset daerah dan lainya.

P Pemerintah Kota Bandung melakukan transparansi dan akuntabitas keuang-
an atas pengelolaan keuangan daerah agar publik dapat mengetahui kinerja yang
telah dicapai dan wujud tanggungjawab atas penggunaan dana pwhlik. Laporan
keuangan dinas (SKPD) dan pemkot Bandung (SKPKD) disajikan sesuai dengan
Standar Akuntansi Pemerintahan yang akan diaudit oleh inspektorat wilayah kota
Bandung dan juga diaudit oleh BPKP apabila ada permasalah dalam laporan
keuangan bukan hanya mengenai proyvek tapi keuangan lainnya ini atas permin-
taan kejaksaan. Selanjutnya LKPD kota Bandung setiap tahunnya diaudit oleh
BPK wilayah bandung untuk melihat kewajaran laporan keunangan dan BPK akan
memberikan opini atas LKPD, dan untuk tahun LKPD tahun 2009 kota Bandung
mendapatkan opini Disclaimer yang mana hasil ini lebih buruk dari opi LKPD

un 2008, oleh sebab itu Wali Kota maupun Sekretaris Daerah Kota Bandung
saat itu berjanji untuk segera membenahi sistem pengelolaan aset daerah. Penting-
nya pemahaman atas SAP merupakan keharusan dalam penyusunan laporan ke-
uangan, hal ini t it dengan opini atas LKPD.

Penerapan good governance dan standar akuntansi pemerintahan dengan
komitmen organisasi yang tinggi mempunyai pengaruh terhadap akuntabilitas
keuangan Pemerintah Kota Bandung sebesar 92.4% yang artinya komitmen orga-
nisasi yang merupakan variabel kontinjensi sangat mempengaruhi akuntabilitas
keuangan yang mana pemahaman dan penggunaan SAP mutlak dilakukan agar
laporan keuangan berkualitas dan dapat menilai kinerja aparatur pemerintah
yvang bersih dan berwibawa.
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